
SALIN AN

B U P A T IP A C IT A N  

PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 81  TAHUN 2 0 2 2

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  TAHUN 2 0 1 3
TENTANG PAJAK BUMI

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2 0 1 9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enim bang

BUPATI PACITAN,

ayat (7), Pasal 26 ayat 
(3), Pasal 35 Peraturan

M engingat

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 
11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 16 ayat (6), Pasal 20, Pasal 24

(3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2019,

i |
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalairj huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2013 j tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahunj 2019,

1 Undajig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali| terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undajig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repuolik Indonesia Nomor 5679),

2 Undaig-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573), I

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757),



i

6

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
178}),
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak 
Burm dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran

Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) 
diubah dengan Peraturan Daerah

Daerah Kabupaten 
sebagaimana telah

8

Nomor 1 Tahun 2019j tentang Perubahan atas Peraturan 
Daeijah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan! dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1),
Perajturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
20 lo Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2  TAHUN 2 0 1 3  TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 9 .

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan 
1 
2 
3

4
5

Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacitan 
Bupati adalah Bupati Pacitan !
Badan Keuangan Daerah yang selanjiitnya dismgkat BKD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Pacitan
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalak kontnbusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan 
secara langsung dan

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besamya kemakmuran rakyat
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Badan adalah seku'mpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lamnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuanl, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lamnya, lembaga dan bentuk badan lamnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
dismgkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimihki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pnbadi atau Badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 
dan pertambangan |
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tan ah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah Kabupaten/ Kota
Bangunan adalah konstruksi tekmk yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/jatau perairan pedalaman dan/atau laut 
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya dismgkat NJOP adalah harga rata- 
rata yang diperoleh dan transaksi jual bell yang teijadi secara wajar dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejems atau mlai perolehan 
baru atau NJOP pengganti |
Subjek PBB-P2 adalah orang pnbadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi

memiliki,dan/atau 
bangunan
Wajib PBB-P2 adalal 
mempunyai suatu hak 
dan/atau memiliki, 
bangunan 
Tahun Pajak adalah jaiigka waktu yang 
Pajak yang Terutang

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

i orang pnbadi atau Badan yang secara nyata 
atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 

menguasai, dad/atau memperoleh manfaat atas

amanya 1 (satu) tahun kalender 
adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya |
Surat Pembentahuan Objek Pajak yang
surat yang digunakan [oleh Wajib Pajak

selanjutnya dismgkat SPOP adalah 
untuk melaporkan data subjek dan

objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan perpajakan Daerah
Lampiran Surat Pembentahuan Objek Pajak yang selanjutnya dismgkat 
LSPOP adalah blangko SPOP yang digunakan apabila objek pajak tersebut 
ada bangunannya
Surat Pembentahuan Pajak Terutang 
adalah surat yang digunakan untuk membentahukan besamya Pajak Bumi 
dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat SPPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak! yang telah dilakukan dengan

yang selanjutnya dismgkat SPPT

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lam ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

I
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( 1)

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang 
terutang
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dismgkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besamya sanksi admimstratif clan jumlah pajak yang masih hams 
dibayar
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
ditetapkan

dismgkat SKPDKBT 
tambahan atas jumlah pajak yang telah 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
SKPDLB adalah surat

Bayar yang selanjutnya dismgkat 
yang menentukan jumlah kelebihanketetapan pajak

pembayaran pajak kairena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dismgkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi admimstratif bempa 
bunga dan/atau denda
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan1 Perundang-Undangan perpajakan 
Daerah yang terdapat dalam SPPT, |SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surit Keputusan Keberatan

surat keputusan atas keberatan 
£BT, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Keputusan Keberatan adalah 
terhadap SPPT, SKPDj SKPDKB, SKPD 
Nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Pemenksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemenksaan untuk mjenguji kepatuhaii pemenuhan kewajiban perpajakan 
Daerah dan/atau untuk tujuan lam dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yangf selanjutnya dismgkat NPWP adalah 
nomor yang dibenkan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
admimstrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dm

Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajibanatau identitas 
perpajakannya
Nomor Objek Pajak yang selanjutnya [dismgkat NOP adalah nomor yang 
dibenkan kepada objek PBB-P2 sebagai sarana dalam admimstrasi 
perpajakan
Surat Tanda Tenma Setoran yang selanjutnya dismgkat STTS adalah alat 
bukti lunas pembayaran PBB-P2 1

BAB II 
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang 
harus dilakukan dalam penatausahaan, penenmaan, dan pelaporan
penenmaan PBB-P2

I



(2)

( 1)

(2)

(3)

Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
a pendaftaran, pendataan dan penelitian objek pajak, 
b penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT,
c pengurangan atau jpenghapusan sanksi administrasi dan pengurangan 

atau pembatalan ketetapan pajak, 
d pengajuan dan penyelesaian keberatan, 
e pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
f pemenksaan pajak, 
g pelaporan PBB-P2, 
h penagihan PBB-P2, dan
l pengembalian kelebi han pembayaran

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan

PBB-P2

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian K esatu
dan P en ila ian  Objek Pajak

Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

Kegiatan pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, 
mengisi dan mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke BKD 
SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh 
BKD dan harus dnsi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangam oleh 
subjek pajak
Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan selambat-lalmbatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterima 
Wajib Pajak

Paragraf 2
Tata Cara Pendataan 

Pasal 4

(1) Untuk mengetahui data objek pajak termasuk apabila teijadi mutasi utuh,
can pendataan
ayat (1) dilakukan dengan cara 
penyampaian dan pemantauan

mutasi pecah dan mutasi gabung dilaku
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada 

a pasif yaitu pendataan dengan
pengembalian SPOP, dan 

b aktif yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, venfikasi data 
objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak

(3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum 
terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2

(4) Pendataan melalui venfikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata 
dalam administrasi pembukuan PBB-P21

(5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila 
ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak dengan 
bukti di lapangan dilanjutkan pelaksanaan pemenksaan
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( 1)

(2)

(3) Pendataan terhadap 
penenma pecahan mendapat NOP lain

(4) Terhadap penggabun

Pasal 5

Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak dibenkan NOP 
Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama

mutasi pecah atas tanah mduk, masmg-masmg

;an beberapa NOP salah satu dan NOP tersebut
dipakai untuk NOP mduk sedangkan NOP lamnya dihapus

Pasal 6 1

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah 
a melampirkan KTP/KK/dokumen lam yang sah, 

melampirkan alat bukii kepemilikan, 
surat keterangan dan Desa/Kelurahan,
mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau 
kuasanya

dan

(1) Pendataan terhadap

Pasal 7

(2)

( 1)

(2)

objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
termasuk dilakukan tejrhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan 
taman mewah yang memenuhi kntena tertentu
Kntena pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut |
a pagar mewah adalah pagar dengari harga pembuatan Rp 1 500 000,00 

(satu juta lima ratus nbu rupiah) per meter persegi atau lebih, 
b tempat olahraga adalah tempat olaliraga yang dikomersialkan, dan 
c taman mewah adalah taman dengan harga pembuatan Rp 1 500 000,00 

(satu juta lima ratus nbu rupiah) per meter persegi

Paragraf 3 
Tata Cara Pemlaian

Pasal 8

Pemlaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP 
Kegiatan pemlaian dapat dilaksanakan melalui

pemlaian massal 
mdikasi rata-rata 
sedangkan NJOP

dimana NJOP

(3)

(4)

bumi dihitung berdasarkan mlai 
yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tambah (ZNT) 

bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya 
Komponen Bangunan (DBKB), dan |
pemlaian mdividu diterapkan pada objek pajak umum yang bemilai 
tmggi atau objek pajak khusus !

Kegiatan pemlaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
3 (tiga) pendekatan penilaian yaitu 
a data pasar, 
b biaya, dan/atau 
c kapitalisasi pendapatan 
Pemlaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang 
akan drnilai dengan objek pajak lain yang sejems yang mlai jualnya 
diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian



(5)

(6 )

( 1)

(2 )

(3)

( 1)

(2)

Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara 
memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru 
dikurangi dengan penvusutan
Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c jdilakukan pada objek-objek yang 
menghasilkan atau memiliki mlai komersil dengan cara menghitung atau 
memproyeksikan seluijuh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap 
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak 
pengusaha

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan, P en elitian  dan P em betulan  SPPT

Paragraf 1
Tata Cara Penerbitan

Pasal 9

Berdasarkan SPOP 
merupakan ketetapan 
tahun pajak !

(2) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui 
a

dan/atau LSPOP, BKD menerbitkan SPPT yang 
pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu)

pengambilan senjdiri di BKD/Kelurahan/Desa tempat objek terdaftar 
atau ditempat lain yang ditunjuk, atau 

b pengmman melalui pos atau disampaikan oleh aparat 
BKD / Kelurahan / Desa

Paragraf 2
Tata Cara Penelitian

Pasal 10

(1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian 
terhadap isi SPPT !

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanKegiatan penelitian 
terhadap
a subjek pajak, 
b objek pajak, dan/atau 
c NJOP
Dalam hal ditemukan 
alamat, luasan objek 
pembetulan

kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, 
pajak dan ketetapan pajak, maka BKD melakukan

Paragraf13
'ata Cara Pembetulan SPPT

Pasal 11

Dalam hal SPPT tel ah disampaikan 
kesalahan seperti nama Wajib Pajak, 
pajak dan ketetapan pajak, Wajib 
pembetulan kepada Kepala BKD 
Permohonan pembetiilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD 
melakukan venfikasi dan pembetulan

kepada Wajib Pajak menemukan 
SPPT ganda, alamat, luasan objek 

Pajak mengajukan permohonan



selambat-lambatnya
(3) Venfikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

(enam)
pengajuan/permohonan dan Wajib Pajak

bulan sejak ditenmanya

Bagian K etiga  
Pengurangan atau Pem batalan K etetapan Pajak

( 1)

(2)

(3)

Paragraf
Pengurangan

1
Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan pajak atas 
a SPPT, atau 
b SKPD
Pengajuan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Bupati Cq Kepala BKD paling lambat (3) bulan sejak 
tanggal ditenmanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak
Pengajuan pengurangan pajak terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
dalam hal j
a objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pnbadi veteran pejuang 

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penenma tanda jasa 
bmtang genlya, atau janda/dudanya dengan melampirkan syarat-syarat 
sebagai benkut |
1 fotocopy Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotocopy Surat 

Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugrahan 
Gelar Kehormatan dan pejabat yang berwenang 
fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan 
dokumen pendukung lamnya

i berupa
hasilnya

2 
3
objek lahan

sangat
pajak

pertanian/perkebiman/penkanan/petemakan yang 
terbatas dengan melampirkan syarat sebagai benkut

surat pemyataan dan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
a) hasil pertanian, perkebunan, penkanan, atau petemakan sangat

terbatas, dan ^
b) penghasilan Wajib Pajak rendah 
fotocopy Kartu Keluarga/KTP,
fotocopy rekenmg tagihan listnk 
fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan

objek pajak yang 
semata-mata ber,

air, dan/atau telepon,

dokumen pendukung lamnya
Wajib Pajaknya orang pnbadi yang penghasilannya 
sal dan pensiunan, sehmgga kewajiban PBB-P2 nya•a

sulit dipenuhi dengan melampirkan syarat sebagai benkut 
fotocopy surat keputusan pensiunan, 
fotocopy slip pensiunan atau dokumen sejems lamnya,
fotocopy Kartu Keluarga/KTP,
fotocopy rekenmg tagihan listnk air, dan/atau telepon,
fotocopy bukti
dokumen pendukung lamnya 

objek pajak yang 
rendah sehmgga 
melampirkan syar

pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya, dan

Wajib Pajaknya orang pnbadi yang berpenghasilan 
kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi dengan 

it sebagai benkut
1 surat pemyataan dan Wajib 

penghasilan Wajib Pajak rendah,
2 fotocopy Kartu Keluarga/KTP,

Pajak yang menyatakan bahwa



3 fotocopy rekemng tagihan listnk, air, dan/atau telepon,
4 fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan
5 surat keterangan miskin I

e objek pajak yang Wajib Pajaknyaj orang pnbadi yang berpenghasilan 
rendah NJOP ppr meter persegmya memngkat akibat perubahan 
lmgkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa
1 surat pemyajtaan dan Wajit) Pajak yang menyatakan bahwa 

penghasilan Wajib Pajak rendah,
2 fotocopy Kartu Keluarga/KTP, j
3 fotocopy rekemng tagihan listnk, air, dan/atau telepon,
4 fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya, dan
5 dokumen pendukung lainnya

f Wajib Pajak Badan Usaha yang mengalami kerugian dan kesulitan 
likuiditas pada | tahun pajak sebelumnya sehmgga tidak dapat 
memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dengan melampirkan syarat 
sebagai benkut
1 fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya,
2 fotocopy SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya,
3 fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya, dan
4 dokumen pendukung lainnya

g Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lam 
yang luar biasa, dengan melampirkan syarat sebagai benkut
1 surat pemyataan dan Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya 

terkena bencana alam atau sebab lam yang luar biasa,
2 surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dan Kepala 

Desa/Lurah setempat atau mstansi terkait, dan
3 dokumen pendukung lainnya

(4) Permohonan pengajuan pengurangan pajak dapat dilakukan perorangan 
atau kolektif

(5) Dokumen yang diterbitkan terkait dengan permohonan pengurangan pajak 
adalah
a surat keputusan pengurangan, 
b uraian penelitianJ
c surat pembentahuan tidak dapat diproses, 
d surat pengantar, dan 
e Bukti Penenmaan Surat (BPS)

Paragraf 2
embatalan Ketetapan Pajak

j
Pasal 13 1 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan pajak atas 
a SPPT, atau 
b SKPD

(2) Pembatalan SPPT/SKPp adalah Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD sebagai 
akibat penerbitan SPPT/SKPD yang tidak benar antara lam
a SPPT ganda, 
b objek pajak tidak ada, 
c objek/subjek pajak 
d ketetapan pajak 

pajaknya

dmyatakan batal demi hukum, atau
yang tidak benar dan/atau penetapan sebagai



(3) Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembatalan pajak 
adalah
a pengajuan secara tertulis dan Wajib Pajak atau kuasanya, 
b surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh pihak lam, 
c SPPT asli/SKPD tahun yang bersangkutan,
d fotocopy KTP, KK atau Kartu Identitas lainnya dan Wajib Pajak, dan 
e surat pengantar Lurah/Kepala Desaj untuk pengajuan secara kolektif

Bagian K eem pat
Tata Cara Pengajuan dan P en yelesa ian  K eberatan

( 1)

(2)

(3)

Paragraf 1
ta Cara Pengajuan Keberatan

!
Pasal 14

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak atas 
a SPPT, atau 
b SKPD
Pengajuan keberatan pajak dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal ditenmanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak kecuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ltu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluai kekuasaanya
Keadaan diluar kekua saanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
apabila objek pajak terkena bencana alam, perang/huru hara, wabah 
penyakit dan pemogokan umum

Pasal 15

Pengajuan keberatan atas besamya pajak terutang dapat diajukan oleh Wajib 
Pajak dalam hal
a luas objek PBB-P2 atau nilai jual objek PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT 

atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenamya, atau 
perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan besaran ketetapan pajak
terutang, maka akan dilaksanakan pemenksaan lapangan oleh BKDI

Pasal 16

Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan 
melampirkan persyaratan sebagai benkut | 
a fotocopy identitas Wajib Pajak yang masih berlaku, 
b surat kuasa bagi yang jdikuasakan, 
c fotocopy identitas penenma kuasa yang masih berlaku, 
d SPPT/SKPD asli tahunj yang bersangkutan, 
e bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir,
f fotocopy surat tanah atau bangunan meliputi sertifikat, surat jual bell, 

hibah dan wans, dan I
g bukti pembayaran pajak sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak

( 1)

(2)

Pengajuan keberatan a 
Pengajuan keberatan 
Rp 100 000,00 (seratu 
perseorangan

Pasal 17

tas pajak terutang diajukan secara perseorangan 
atas pajak terutang yang nilainya kurang dan 
nbu rupiah) dapat diajukan secara kolektif atau



(4)

(5)

( 6 )

(7)

(8)

(3) BKD melakukan pemenksaan berkas permohonan keberatan paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal ditenmanya berkas permohonan secara lengkap 
dan benar
BKD dalam melaksanakan pemenksaan berkas permohonan keberatan 
dapat dibantu oleh tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 
BKD dalam melaksanakan pemenksaan berkas permohonan keberatan 
dapat melakukan penmjauan ke lokasi dan/atau memmta dokumen 
penunjang selam yang dipersyaratkan sebagai bahan kajian 
Hasil pengkajian BKD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 
menenma seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya 
pajak terutang 1
Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dibenkan paling lama 12 (dua belas)| bulan sejak tanggal surat keberatan 
ditenma
Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyebabkan
terjadmya kekuranganj pembayaran pajak maka diterbitkan SKPD

!I
Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan
i

Pasal 18

Keputusan atas keberatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 17 ayat (7) 
dibenkan dengan mempertimbangkan j

aspek alasan pengajuajn keberatan,
aspek kelengkapan persyaratan pengaj
dimaksud dalam Pasal 
data nil di lapangan

16, dan
uan keberatan pajak sebagaimana

Pasal 19

(1) Pembenan keputusan atas permohonan keberatan pajak yang besaran 
ketetapan pajaknya sampai dengan Rp 50 000 000,00 (lima puluh juta 
rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKD j

(2) Pembenan keputusan atas permohonan keberatan pajak yang besaran 
ketetapan pajaknya leoih dan Rp 50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah) 
ditetapkan oleh Bupati,

Bagian K elim a  
P enandatanganan SPPT

Pasal 2 0

(1) SPPT ditandatangam Kepala BKD dalam bentuk 
a tanda tangan basah, 
b cap tanda tangan, atau 
c cetakan tanda tangan

(2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan 
a cap tanda tangan ajtau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan

ketetapan pajak sampai dengan Rp ll000 000,00 (satu juta rupiah), dan
b tanda tangan basah

Rp 1 000 000,00 (sEitu juta rupiah)
untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dan



(3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dapat dilakukan
dengan |
a cap tanda tangan jatau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan 

ketetapan pajak sampai dengan Rp 500 000,00 (lima ratus nbu rupiah), 
dan

b tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dan 
Rp 500 000,00 (lima ratus nbu rupiah)

(4) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati mi

Bagian K eenam  
Pem bayaran Pajak

Pasal 21

(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, 
Surat Keputusan Pengurangan atau Kennganan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding

(2) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal ditenmanya SPPT

(3) Pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan 
atau Kennganan, Surat Keputusan j  Keberatan dan Putusan Banding 
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

(4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan

Bagian K etujuh  
Tem pat Pem bayaran

Pasal 2 2

Pembayaran pajak yang terutang di bank dapat dilakukan melalui 
a juru pungut Kelurahan/Desa, 
b counter teller/ldket teller bank pelaksana, atau 

Anjungan Tunai Mandm (ATM)

Pasal 2 3

(1) Pembayaran pajak yalng terutang melalui counter teller/ldket teller bank 
pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terhadap Wajib 
Pajak dibenkan STTS sebagai tanda bukti pembayaran pajak

(2) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangam dan dibenkan
tanda validasi oleh bank I

i

i

Pasal 2 4  1 2

(1) STTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdm dan 3 (tiga) 
lembar yaitu
a lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak, 
b lembar 2 (dua) unmk BKD, dan 
c lembar 3 (tiga) untuk bank pelaksana

(2) STTS lembar 2 (dua) disampaikan oleh bank ke BKD paling lama 1 (satu) 
han keija setelah tanggal pembayaran pajak



Pasal 25

(1) Pembayaran pajak yang terutang melalui Anjungan Tunai Mandin (ATM) 
sebagaimana dimksud dalam Pasal 24 huruf c Wajib Pajak mendapatkan 
struk pembayaran

(2) Struk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda 
bukti pembayaran pajak yang terutang

Bagian K edelapan
Tata Cara Permohonan! dan Penerbitan  

Surat K eterangan Lunas

Pasal 2 6

Kepala BKD atas permohonan dan Wajib Pajak dapat membenkan surat 
keterangan lunas dalam hal 
a dibutuhkan oleh Wajib Pajak, atau 
b STTS atau struk Anjungan Tunai Mandin (ATM) hilang

( 1)

(2)

Pasal 2 7

Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis 
kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan mengisi formulir yang telah 
disediakan
Permohonan surat keterangan lunas dilampm dengan persyaratan sebagai 
benkut
a fotocopy identitas 
b

pemohon yang masih berlaku, 
surat kuasa bagi yang diben kuasa; dan 
fotocopy SPPT tahim pajak yang bersangkutan

( 1)

(2 )

(3)

( 1 )

( 2)

(3)

(4)

Pasal 2 8

Tim melakukan pemenksaan berkas permohonan
Hasil pemenksaan digunakan sebagai dasar Kepala BKD untuk menerbitkan 
surat keterangan lunas
Kepala BKD menerbitkan surat keterangan lunas paling lama 2 (dua) han 
sejak tanggal ditenmanya permohonan !

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN PBB-P2

Pasal 2 9

Bank menyetorkan hasil penenmaan pajak yang dibayarkan oleh wajib Pajak 
ke kas umum Daerah
Semua hasil penenmaan pajak wajib disetorkan ke rekemng penampungan 
PBB-P2 dalam jangkawaktu 1x24 jam
Semua hasil setoran kje kas penampungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk selanjutnya dilimpahkan ke rekemng kas umum Daerah 
setiap akhir han kerja
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada han 
libur maka penyetoran ke kas umum Daerah dilaksanakan pada han kerja 
benkutnya



(5) Bank tempat pembayaran pajak yang terutang menyampaikan laporan 
penyetoran hasil penenmaan pajak kepada BKD berupa
a
b

rekenmg koran, 
nota kredit penye 
STTS lembar 3 (ti|

toran ke kas Daerah, dan
;a)

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN PBB-P2

Pasal 3 0

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD dan SKPDKB/SKPDKBT 
STPD, SKPDKB/SKPli)KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dukuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa
Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak belum melunasi pajak 
terutang maka dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan 
Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) gagal maka 
diterbitkan surat teguijan
Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibenkan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 31

Penetapan SKPDKB/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1), dilakukan melalui tahapan [
a BKD memenksa SPPTj/SKPD, STPD, S|TTS sebelum lewat jangka waktu 5

(lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak, 
terhadap SPPT/SKPD, STPD, STTS yang temyata kurang bayar BKD

SKPDKBT, dan j
SKPDKB, SKPDKBT, dan membayarkan PBB terutang

menetapkan SKPDKB, 
Wajib Pajak menenma

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

sesuai dengan prosedur pembayaran PBB

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 3 2

Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PBB 
dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang 
terutang
Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat texjadi karena 
a perubahan peraturan,
b surat keputusan pembenan pengurangan, 
c surat keputusan penyelesaian keberatan,
d kesalahan penetapan, |
e kekeliruan pembayaran, atau i
f keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
BKD dengan melampirkan sekurang-kurangnya 
a SPPT/SKPD dan STTS asli, dan |
b STPD |
BKD menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditenmanya permohonan dan Wajib Pajak 
Pengembalian kelebihain PBB dilakukan] dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB



BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN PBB-P2

Pasal 3 3

(1) Pemenksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib 
Pajak dan pelaksa:iaan ketentuan1 Peraturan Perundang-Undangan 
perpajakan Daerah

(2) Pemenksaan pajak dilakukan oleh BKD 
a pemenksaan sederhana, dan/atau 
b pemenksaan lengkap

dalam bentuk

Pasal 3 4

Pemenksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a 
dilakukan dengan cara

Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku 
catatan dan dokumen pendukung lamnya termasuk keluaran dan media 
komputer dan perangkat elektromk pengolah data lamnya, 
memmjam buku, catatan dan dokumen pendukung lamnya termasuk 
keluaran dan media komputer dan pengolah data lamnya dengan 
membenkan tanda tenma,
memenksa buku, caintan dan dokumen pendukung lamnya termasuk 
keluaran dan media komputer dan pengolah data lamnya, 
meminta keterangan lisan dan/atauj tertulis dan Wajib Pajak yang 
dipenksa, dan 1
meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dan pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dipenksa

Pasal 3 5IlI
Pemenksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b 
dilakukan dengan cara

memenksa tanda pelunasan dan keterangan lamnya sebagai bukti 
pelunasan kewajiban perpajakan Daerah,
memenksa buku, catatan dan dokumen pendukung lamnya termasuk 
keluaran dan media komputer dan pengolah data lamnya, 
memmjam buku, catatan dan dokumen pendukung lamnya termasuk 
keluaran dan mediaj komputer dan pengolah data lamnya dengan 
membenkan tanda tenma, 
meminta keterangan lisan dan/atau 
dipenksa,
memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat membenkan petunjuk 
tentang keadaan usaha dan/atau tempat lam yang dianggap penting serta 
melakukan pemenksaan di tempat tersebut, dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dan pihak ketiga yang

tertulis dan Wajib Pajak yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dipenksa

Pasal 3 6

(1) Apabila pada saat dilakukan pemenksaan di lapangan Wajib Pajak atau 
wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemenksaan tetap dilaksanakan 
sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertmdak 
mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya 
pemenksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan benkutnya



(2)

(3)

(4)

Untuk keperluan pengamanan pemenksaan sebelum pemenksaan lapangan 
ditunda pemenksaan dapat dilakukan penyegelan tempat atau ruangan 
yang diperlukan
Apabila pada saat pemenksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 
penundaan Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat 
pemenksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu memmta pegawai 
Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna 
membantu kelancaran pemenksaan
Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak membenkan ljm untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memben 
bantuan guna kelancaran pemenksaan serta membenkan yang diperlukan

w

(5)

( 6 )

(7)

( 8)

(9)

( 10)

( 11 )

Wajib Pajak atau 
pemyataan penolakan

/akil atau kuasanya harus menandatangam surat 
membantu kelancaran pemenksaan 

Apabila pegawai Wajib Pajak yang dimmta mewakili Wajib Pajak menolak 
untuk membantu kelancaran pemeipksaan yang bersangkutan harus 
menandatangam surat pemyataan penolakan pemenksaan 
Apabila teijadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemenksaan, 
pemenksa membuat benta acara penolakan pemenksaan yang 
ditandatangam oleh pemenksa
Surat pemyataan penolakan pemenksaan membantu pemenksaan dan 
benta acara penolakaiji pemenksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan 
besamya pajak terutaijig secara jabatan atau dilakukan penyidikan 
Pemenksa membuat laporan pemenksaan untuk digunakan sebagai dasar
penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lam untuk
pelaksanaan ketentuai Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah
Apabila perhitungan 
SKPDKBT atau STPD 
dibentahukan kepada 
Pembenan tanggapar

besamya pajak yang terutang dalam SKPDKB, 
berbeda dengan SPPD perbedaan besamya pajak 

Wajib Pajak yang bersangkutan 
atas hasil pemenksaan dan pembahasan akhir 

pemenksaan lengkap diselesaikan dalam waktu palmg lama 21 (dua puluh 
satu) han setelah pemenksaan selesai dilakukan

atas hasil pemenksaan lapangan dilakukan dalam 
(tujuh) han setelah pemenksaan lapangan selesai

Pembenan tanggapan 
waktu paling lama 7 
dilakukan

(12) Hasil pemenksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah 
pemenksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan 
Wajib Pajak

(13) Apabila Wajib Pajak ndak membenkan tanggapan atau tidak menghadm 
pembahasan akhir hasil pemenksaan  ̂ STPD diterbitkan secara jabatan 
berdasarkan hasil pemenksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak

(14) Pembentahuan hasil pemenksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan 
apabila pemenksaan dilanjutkan dengan penyidikan

(15) Apabila dalam pemenksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah pemenksaan tetap dilanjutkan 
dan pemenksa membuat laporan pemenksaan

BAB VXI1 
PENUTUP

Pasal 3 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati Nomor 48 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Benta Daerah Kabupaten Pacitan 
dmyatakan tidak berlaku

Tahun 2013 Nomor 48), dicabut dan



Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai

Agar setiap orang menge 
Bupati ini dengan penemp

■ahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
atannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 15 - 9 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


